BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah). Otonomi daerah memungkinkan percepatan
pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan
daerah.

Mengelola keuangan daerah adalah mengelolah anggaran. Anggaran keuangan
merupakan suatu rencana keuangan yang disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan
pelayanan publik pemerintah daerah terhadap masyarakat. Anggaran keuangan di
suatu daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masing-maing daerah otonom diberikan kewajiban untuk menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan
disutujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung
berbagai kepentingan publik yang diwujudkan memulai berbagai kegiatan dan
program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh

masyarakat.



Menurut Saragi dalam Cherly (2007) paradigma baru pengelolaan keuangan

daerah atau APBD mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan modern.

Perubahan seiring dengan perencanaan good govermance dalam setiap

penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan

keuangan publik adalah:

1.

Transparansi: mensyaratkan keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam
proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga public dan
DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan
daerah masa yang akan datang. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
Efisiensi: pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran
bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien
mungkin guna menghasilkan output yang memadai.

Efektivitas: dalam proses pelakasaan kebijakan daerah (APBD) pengelolaan
anggaran harus tetap sasaran.

Akuntabilitas: dalam proses pengelolaan keuangan daerah (APBD) dituntut
adanya pertanggungjawaban pada publik atau masyarakat umu.
Pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD. DPRD yang menilai

apakah Kkinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah



(APBD) baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur sesuai
dengan apa yang direncanakan semula.

5. Partisipatif: dalam pengelolaan keuangan daerah peran serta publik secara
langsung maupun tidak langsung dapat dijamin dalam bentuk masukan/kritikan
yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang benar.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tentang realisasi dan

anggaran pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Realisasi Anggaran adalah

laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode laporan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaporkan
realisasi anggaran belanja per triwulan tahun 2018 kepada Biro Keuangan Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Penyerapan anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 1.1
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa besarnya Anggaran
Belanja Daerah tahun anggaran 2018 mengalami selisih yang cukup besar tiap
triwulan. Hal ini dilihat dari penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada triwulan |
sebesar 44,39% kemudian mengalami peningkatan di triwulan Il menjadi 51,22%,
triwulan 111 sebesar 67,15% dan mengalami peningkatan di triwulan 1V sebesar 77%.
Berdasarkan peneliti terdahulu Heryanto (2013) menemukan bahwa keterlambatan
penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja pemerintah pusat disebabkan oleh
faktor perencanaan, administrasi, sumberdaya manusia, dokumen pengadaan, dan
ganti uang persediaan. Dan Abdullah (2015) meneliti bahwa rendahnya serapan
APBD disebabkan oleh waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya,
dan perubahan anggaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi
persamaan permasalahan dari kedua penelitian ini adalah faktor administrasi, faktor
pengadaan barang dan jasa, dan pada saat menjalankan proyek beberapa kontraktor
tidak mengambil uang muka. Hal ini yang menyebabkan penyerapan anggaran tahun
2018 berdasarkan triwulan I sampai 111 dikatakan rendah.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti
adalah “Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018?”

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi
dalam menilai pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan
keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Peneliti
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan
peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan

anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan
perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan

penyerapan anggaran pemerintah daerah.



